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BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Indra Hidayat, SE
Pefpbina Utama Muda (IV/c)
NIF 197512182003121011
Nama SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1. Menguasai pengoperasian komputer
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 8 MencsaltGibeed
3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun ' gu s
2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan prima
4. PerKlnomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4, Memiliki sopan santun dan tata krama
5. PerKInomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
6. PerKlnomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 396 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Alat Tulis
Komputer & Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka permohonan informasi tidak akan terlayani Formulir Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi
dengan baik; Fotocopy / scan identitas diri
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai;
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SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PPID Bidang Pengolah |, ppID Kelengkapan Waktu Output KET
Pembantu Data dan Klasifikasi
em Informasi Pembantu
1 i i 1. UU No. 14 Tahun 2008 | Secara DIDP yang telah
M Ikan informasi dan J
d:kr:lgmu;p;:g yang berkualitas dan 2. UU No. 25 Tahun 2009 | berkala, serta| dikumpulkan dari
relevan dengan tupoksi masing-masing 3. UU No. 23 Tahun 2013 merta dan komponen dan
komponen di Kemendagri dan Pemda, 4. PP 61 Tahun 2010 setiap saat perangkat daerah
baik yang diproduksi sendiri, 5. Perk! No. 1 Tahun 2010
dikembangan, maupun yang dikirim ke | 6. Perki No. 1 Tahun 2013
pihak lain, yang berupa arsip statis
maupunn dinamis, anisp aktif maupun
arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai
2 . = 8 1. UU No. 14 Tahun 2008 Secara DIDP telah
Mengklasifikasikan seluruh informasi yang teia
dan dokumentasi yang telah - 2. UU No. 25 Tahun 2009 | berkala, diklasifikasi
dikumpulkan dan 3. UUNo.23 Tahun 2013 | sertamerta kebenarannya
mengidentifikasikannya berdasarkan g EP£_1NTah”¥ zt?m dan setiap
sifat inf i dan entasi . PerkiNo. 1 Tahun2010 | saat
R D 6.PerkiNo. 1 Tahun 2013
3 | Mendokumentasikan informasi public Alat Tulis Kantor ﬁ:{iafla DIDP
dalam bentuk softcopy dan tempat ala, serta
penyimpanan dokumen dalam bentuk Iy merta dan
hardcopy setiap saat
A J
4 Menetapkan DIDP secara resmi sesuai ] Mengadakan rapat bersama Setelah Surat Keputusan| Setelah DIDP
dengan klasifikasi informasi dan tidak dengan PPID Utama, PPID DIDP DIP yang ditetapkan, jika
dokumentasi publik Pembantu untuk terkumpul ditandatangani ada informasi
menetapkan DIDP dari PPID oleh atasan PPID| terbaru, dibuat
gi - ya Pembantu SK
5 v Website dan sarana Ad kont
Mengakses dan mengunggah DIDP ke ) ! anya konten
website resmi PF‘IDnL!i!tangigaJ maupun gfo;;:.asll Iﬁlznya yang gi‘ta;z;?(g:zeh DIDF ol websh
melalui sarana informasi fai I Olelt Komponen kemendagri dan
enya dan Pemerintah Daerah atasan PPID Pemda
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